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Abstrak: Penelitian ini meneliti tentang kebijakan pengembangan tenaga 
pendidik di SMA Kristen Immanuel Pontianak. Kebijakan pengembangan tenaga 
pendidik melalui beberapa tahap kebijakan, yaitu: perumusan kebijakan, 
implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan kinerja kebijakan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan 
pengembangan tenaga pendidik di SMA Krsten Immanuel dilakukan. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan meliputi: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala SMA Kristen Immanuel, Wakil 
Kepala Sekolah, guru-guru dan Kepala bagian SDM yayasan YGPKB. 
 
Kata kunci: kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi 
kebijakan, kinerja kebijakan 
Abstract: This study examines the policy development educators at SMA Kristen 
Immanuel (Immanuel Christian Senior High School) in Pontianak. Policy 
development educators takes several stages of the policy, namely: policy 
formulation, policy implementation, development policy evaluation, and policy 
performance. The purpose of this study was to determine how the process of 
policy development educatorat SMA Kristen Immanuel (Immanuel Christian 
SeniorHigh School done. This study uses qualitative approach. Data collection 
techniques used include: observation, in-depth interviews, and documentation. 
Informants were selected in this study are the Head of Immanuel Christian High 
School, Vice Principals, the teachers andtheHeadof Human Resource of YGPKB 
foundation.  
 
Keywords: policy, policy formulation, policy implementation, policy 
performance, policy evaluation.  
 
ekolah Menengah Atas Kristen Immanuel adalah sebuah sekolah yang 
diselenggarakan oleh masyarakat yang pengelolaannya dibawah 
pengendalian dan pengawasan Gereja Protestan Kampung Bali Pontianak, 
dan izin operasional berdasarkan Surat Keputusan wali kota Pontianak nomor 364 
tahun 2002. Perkembangan dan prestasi sekolah ini cukup baik. Hal ini dapat 
dilihat dari  akreditasi sekolah yang memperoleh nilai ‗A‘, ditetapkan sebagai 
sekolah model sejak tahun 2010 oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 
prestasi akademik dan non akademik siswa hingga tingkat internasional, 
mengkombinasikan kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge, diberi 
kepercayaan untuk mengadakan ujian Cambridge, memanfaatkan teknologi dalam 
pembelajaran, seperti pusat sumber belajar yang bisa diakses siswa melalui 
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internet, e-learning, serta kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi yang 
ditandai dengan terus meningkatnya calon peserta didik dan jumlah peserta didik. 
Salah satu faktor penentu pencapaian prestasi di atas adalah kompetensi, 
kemampuan dan motivasi kerja dari pada tenaga pendidik di SMA Kristen 
Immanuel Pontianak. Pencapaian prestasi yang berulang-ulang, dan  kemajuan 
yang konsisten  pada sebuah lembaga pendidikan (baca: sekolah), maka dapat 
dipastikan bahwa ada guru-guru, staf dan kepala sekolah yang berkompetensi 
dengan baik, dan bekerja secara militan  dalam melaksanakan tugas mereka 
sebagai pendidik maupun sebagai kepala sekolah. Karena tidak akan pernah 
terjadi tradisi perolehan prestasi dan kemajuan yang signifikan dihasilkan dari 
guru-guru dan kepala sekolah   yang bekerja biasa-bisa saja.  
Salah satu penyebab mengapa orang atau sekelompok orang bersedia 
bekerja begitu keras, displin dan berekspektasi tinggi dalam pencapaian mutu 
yang diharapkan, serta menerapkan prinsip bisnis profesionaldalambekerja, adalah 
adanya kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan secara 
terencana, sistematis, konsisten, adil,  dan menghargai hak dan tangggungjawab 
pekerja. Prinsip kerja bisnis  adalah semua pekerjaan dilakukan secara 
professional, berstandar dan berekspektasi tinggi, memperhatikan kebutuhan 
pelanggan, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan 
sains dan teknologi. 
Kebijakan pengembangan tenaga pendidik adalah faktor yang sangat 
penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik pada sebuah lembaga 
pendidikan. Melalui sebuah kebijakan pengembangan, maka proses 
pengembangan tenaga pendidik dapat direncanakan, dirumuskan, 
diimplementasikan, dievaluasi, dan kinerja tenaga pendidik dapat dinilai sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan tenaga pendidik 
harus dapat menjembatani kesenjangan antara tuntutan kesenjangan kwalifikasi 
dan kompetensi tenaga pendidik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang bermutu, 
sehingga menghasilkan siswa yang mampu berpikir kritis , berkarakter dan 
berahklak mulia, memiliki keterampilan hidup dan memiliki sikap gemar belajar 
seumur hidup.  Kebijakan pengembangan tenaga pendidik tidak saja menyangkut 
peningkatan keterampilan teknis dan kematangan emosional guru sebagai 
pendidik, tetapi juga harus dipandang sebagai kebutuhan lembaga untuk 
memperkuat dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia  yang tangguh.  
Riant Nugroho (2012: 767) mengatakan: ―Kebijakan adalah kompas atau 
pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai 
sebuah pedoman terdiri atas dua nilai luhur, yaitu kebijakan harus cerdas 
(intelligent), yang secara sederhana dapat dipahami sebagai cuatu cara yang 
mampu menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan masalahnya, sehingga sebuah 
kebijakan harus disusun setelah meneliti data, dan menyusunnya dengan cara-cara 
yang ilmiah, dan kebijakan haruslah bijaksana. Untuk dapat mencapai kebijakan 
yang baik, perlu didapat data kebijakan, untuk kemudian dianalisis dan dijadikan 
rumusan kebijakan.‖ 
Berangkat dari pendapat Riant Nugroho di atas, maka timbul pertanyaan, 
apakah ada kebijakan SMA Kristen Immanuel Pontianak, khususnya tentang 
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pengembangan tenaga pendidik? Bagaimana proses pembuatannya, implementasi, 
dan dampaknya bagi SMA  Kristen Immanuel Pontianak? 
Secara khusus permasalahan penelitian adalah: (1)Bagaimanakah proses 
perumusan kebijakan tentang pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen 
Immanuel Pontianak? (2) Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang 
pengembangan tenaga pendidik di  SMA Kristen Immanuel Pontianak? (3) 
Bagaimanakah evaluasi kebijakan tentang pengembangan tenaga pendidik di  
SMA Kristen Immanuel Pontianak? (4) Bagaimana kinerja kebijakan tentang 
pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel Pontianak? (5) 
Apakah faktor pendukung terhadap kebijakan pengembangan tenaga pendidik di 
SMA Kristen Immanuel Pontianak? (6) Apakah faktor penghambat terhadap 
kebijakan pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel Pontianak? 
Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 115) 
mengandung makna sebagai rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar 
dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 
bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, 
atau maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dl usaha mencapai sasaran; 
garis haluan.  Sedangkan dalam kamus Cambridge Advanced Learner‘s 
Dictionary (2008: 1095) mendefinisikan kebijakan sebagai, ―Policy is a set of 
ideas or a plan of  what to do in particular situation that has been agreed officially 
by a group of people, business organization, a government or a political party.‖ 
Helnz Eulau and Kenneth Prewitt, di dalam  Jones Charles O. ( 1984: 26) 
mendefinisikan kebijakan sebagai, ―Policy is defined as a standing decision 
characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both 
those who make it and those who abide by it.‖  
Dari beberapa kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
adalah produk resmi dari sebuah keputusan penting yang dikeluarkan oleh 
organisasi atau lembaga yang bersifat final dan mengikat baik kepada individu 
maupun organisasi yang membuat maupun yang melaksanakan, dan dijadikan 
sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi guna 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan atau kajian yang 
mendalam tentang dampak dan konsekuensi-konsekuensi  dari suatu kebijakan. 
Dalam analisis kebijakan, penganalisis menganalisis pembentukan, substansi dan 
dampak-dampak dari kebijakan, baik sebelum kebijakan dilaksanakan, sedang dan 
setelah pelaksanaan kebijakan, 
Analisis kebijakan menurut Cochran L. Charles and Malone F. Eloise 
(2010: 3-4) mengatakan : ―Policy analysis describes the investigation that produce 
accurate and useful information for decisionmakers…‖ Positive policy analysis 
which is concern with understanding how the policy process works. It strives to 
understand public policy as it is. It also endeavors to explain various social and 
political forces would change policy. Positive policy analysis tries to pursue truth 
through the process of testing hypotheses by measuring them against the standard 
of real world experiences.‖  Sedangkan menurut Dye R.Thomas analisis kebijakan 
adalah, ― Policy analysis is finding out what governments do, why they do it, and 
what differences it makes. …Policy analysis involves the systematic identification 
of the causes and consequences of public policy, the use of the scientific standards 
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of interence, and the search for reliability and generality of knowledge (Dye, 
Thomas R, 1976: 1-3)‖   
Weimer dan Vining,  dalam Riant Nugroho (2007:36) memahami analisis 
kebijakan sebagai sebuah kegiatan yang mengandung tiga nilai, pragmatis (client 
oriented), mengacu pada keputusan (kebijakan), dan tujuannya melebihi 
kepentingan atau nilai-nilai klien, melainkan kepentingan atau nilai-nilai sosial. 
Riant Nugroho (2007: 195) mengatakan bahwa  Analisis kebijakan yang 
baik adalah analisis kebijakan yang bersifat preskriptif karena perannya 
memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif.  
Patton dan Savicky, dalam Riant Nugroho ( 2007: 197 ) mendefinisikan 
analisis kebijakan sebagai suatu evaluasi sistematis berkenan dengan fisibilitas 
teknis dan ekonomis serta vialibilitas politis dari alternatif kebijakan, strategi 
implementasi kebijakan, dan adopsi kebijakan.  
Analisis kebijakan mencakup seluruh proses kebijakan (policy making 
process). Proses kebijakan menurut Dye R.Thomas meliputi: pengindentifikasian 
masalah (Problem Identification), Penyusunan/penetapan Agenda (Agenda 
Setting), Perumusan Kebijakan (Policy Formulation), Pengesahan/penetapan 
kebijakan (Policy Legitimation), Implementasi Kebijakan (Policy 
Implementation), Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation). Secara lebih rinci 
proses pembuatan kebijakan menurut Dye R.Thomas dapat dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1 Tahapan Proses Kebijakan versi Dye 
PROCESS ACTIVITY PARTICIPANTS 
Problem 
Identification 
Publicizing societal problem; 
expressing demand for government 
action. 
 
Mass media; Interest groups; 
Citizen initiatives;  Public opinion 
 
Agenda Setting Deciding what issues will be 
decided, what problems will be 
addressed by government 
Elites, including President, 
Congress 
Policy 
Formulation 
Developing policy proposals to 
revolve issues and ameliorate 
problems 
Think tanks; President and 
executive office; Congressional 
committees; Interest groups 
Policy 
Legitemation 
Selecting proposal; developing 
political support for it; Enacting it 
into law; Deciding on its 
constitutionality 
Interest groups; President; 
Congress; Courts 
Policy 
Implementation 
Organizing departments and 
agencies; Providing payments 
or services; Levying taxes 
President and White House 
staff; Executive departments 
and agencies 
Policy Evaluation Reporting outputs of government 
programs; Evaluating  impacts of 
policies on target and non-target 
groups; Proposing changes and 
―reforms‖ 
Executive departments and 
agencies; Congressional oversight 
committees; Mass 
media; Think tanks 
Sumber : Thomas R. Dye (2002 : 32) 
Sedangkan proses kebijakan yang ideal menurut Riant Nugrodigambarkan 
sebagai berikut: 
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Gambar 1. Proses kebijakan yang ideal (Riant Nugroho 2012 :533) 
 
Dari berbagai pendapat para pakar di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa, analisis kebijakan adalah bagian dari proses kebijakan yang bertujuan 
untuk  mengkaji secara cermat berdasarkan pendekatan kebijakan apakah sebuah 
kebijakan telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tahap dan prosedur 
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang ideal, sehingga kebijakan tersebut 
dapat menjadi pedoman yang reliable dan accountable untuk mencapai visi dan 
misi organisasi,atau lembaga pelaksana dari kebijakan tersebut.  
Salah satu tahap penting dalam proses kebijakan adalah merumuskan 
kebijakan yang akan diambil. Rumusan kebijakan berangkat dari identifikasi 
masalah kebijakan dan setting agenda yang telah dikumpulkan dan dikaji secara 
mendalam. Riant Nugroho mengatakan bahwa proses kebijakan adalah proses 
yang diawali dari perumusan kebijakan , dilanjutkan dengan implementasi 
kebijakan, dan kemuadian evaluasi kebijakan.(Riant Nugroho, 2007: 192) 
Cochran L.Charles and Malone F.Eloise (2010: 49-50) mengatakan: 
―Policy formulation is concerned with ‗what‘ questions associated with generating 
alternatives. What is the plan for dealing with the problem? What are the goals 
and priorities? What options are available to achieve those goals? What are the 
cost and the benefits of each of the options? What externalities, positive or 
negative, are associated with each alternative?.. The formulation of a policy 
proposal ordinarily includes not only a statement of the goals of the policy, but 
various alternatives (or programs) for achieving the goals. The way in which a 
problem is formulated will often suggest how alternatives are proposed.‖ 
Jones Charles O. (1984:77)   mengatakan:  ―Formulation is a derivate of 
formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in case for 
Output Input Proses 
Evaluasi 
Kebijakan Proses Politik 
Isu Kebijakan 
(Agenda 
Pemerintah) 
Formulasi 
Kebijakan 
Implementasi 
Kebijakan 
Kinerja 
Kebijakan 
Proses Kebijakan 
Lingkungan Kebijakan 
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alleviating some need, for acting on a problem. Fromulation is the more 
encompassing term; it includes both planning and far less systematic efforts to 
judge what should be done about public prolem.‖  Menurut Dye.R.Thomas, 
rumusan kebijakan adalah: Dye Thomas,R. mengatakan: ―Policy Formulation is 
the development of policy alternatives for dealing with problems on the public 
agenda. Policy formulation occurs in government bureaucracies, interest groups 
offices, legislative committee rooms, meetings of special commissions, and 
policy-planning organizations, otherwise known as ―think tanks.‖(Dye 
R.Thomas,2002:39) 
Dari pendapat beberapa pakar di atas, ada beberapa poin yang dapat 
disimpulkan: (1) Perumusan kebijakan merupakan langkah awal penentuan 
pilihan kebijakan yang akan diambil; (2) Perumusan kebijakan adalah proses 
penemuan sehingga pilihan kebijakan menjadi ada; (3) Perumusan kebijakan 
adalah sebuah proses yang sistematis dalam upaya menyelami dan merespon 
persoalan yang muncul; (4) Perumusan kebijakan merupakan perkembangan 
pilihan kebijakan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan; (5) 
Perumusan kebijakan sudah pada tahap perencanaan, metode dan rincian yang 
sistematis untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan. 
Implementasi Kebijakan adalah tahap yang sangat menentukan berhasil 
tidaknya suatu kebijakan. Ketepatan kerja, kemampuan pelaksana (man), sarana 
dan prasarana pendukung, batas waktu pelaksanaan,  mutu kebijakan dan 
pemenuhan standar output kebijakan, evaluasi dan pengawasanmerupakan faktor-
faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. 
Berkaitan dengan implementasi kebijakan, Cochran L.Charles and Malone 
F.Eloise (2010: 53) mengatakan: ―Implementation means carrying out the policy 
or program operations. Impelementation has attracted a significant a mount of 
research because policies often do not accomplish what they were designed to 
achieve. It is usually much easier to implement a policy if it is clearly stated and 
consistent  with other policy objectives.‖ Sedangkan Jones Charles O. says: 
Implementation is that set of activities directed toward putting a program into 
effect.Steiss dan Danekee (dalam Riant Nugrooho, 2007:84), mengatakan bahwa 
analisis implementasi kebijakan, analisis kebijakan perlu fokus pada dua isu 
pokok: degree of consensus di antara para aktor pembuat kebijakan, pelaksanakan 
kebijakan, dan target kebijakan; dan magnitude of change dari alternatif kebijakan 
yang dipilih. 
Secara sederhana implementasi kebijakan adalah melaksanakan program 
kebijakan yang telah ditetapkan. Analisis implementasi kebijakan berfokus pada 
apakah pelaksana kebijakan telah melaksanakan isi kebijakan sesuai dengan target 
dan ketentuan  yang telah dibuat. 
Jones Charles O. (1984: 199) ―Evaluation is an activity designed to judge 
the merits of government programs or process. It varies in the specification of 
criteria, the techniques of measurement, the method of analysis, and the forms of 
recommendation‖.Riant Nugroho (2012:723,727)mengatakan: ―Evaluasi 
kebijakan merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi 
dilaksanakan setelah kegiatan ―selesai dilaksanakan‖ dengan dua pengertian 
―selesai‖, yaitu, (1) pengertian waktu (mencapai/melewati) tengat waktu, dan (2) 
pengertian kerja (―pekerjaan tuntas‖).Pada bagian lain Thomas R.Dye (2002:54) 
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mengatakan:―The policy process model implies that evaluation is the final step in 
policy making. It implies policy makers-----Congress, the presidents, interest 
groups, bureaycrats, the media, think thanks, and so on----seek to learn whether or 
not the policies are achieiving their stated goals; at what costs; and with what 
effects, intended and unintended, on society.‖ 
Evaluasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 
terencana untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan telah dilaksanakan 
sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan 
diharapkan dapat memberikan masukan yang valid dan berguna bagi berbagai 
pihak, baik yang membuat kebijakan (policy makers) maupun pihak yang 
mengimplementasikan kebijakan (implementers). 
Kinerja kebijakan adalah output yang dihasilkan dari pengimplementasian 
kebijakan yang telah dibuat. Kinerja kebijakan dapat dilihat dari berbagai dimensi, 
sebagaimana yang dipaparkan oleh Riant Nugroho yang mengatakan bahwa 
dimensi penilaian kinerja kebijakan sebagai berikut: (1) Dimensi hasil; (2) 
Dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran; (3) Dimensi sumber daya 
yang digunakan (efesiensi dan efektivitas); (4) Dimensi kepemimpinan dan 
pembelajarannya (Riant Nugroho, 2012:744,746)  
Penilaian kinerja menjadi isu penting dalam sebuah kebijakan. Alasan pertama, 
karena kebijakan dibuat untuk suatu tujuan. Kebijakan dibuat tidak untuk 
kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan harus dinilai dari sejauh mana ia 
mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.   
 
METODE 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah  pendekatan  
kualitatif deskriptif.  Maksudnya, adalah bahwa dalam  penelitian ini penulis   
mendeskripsikan data-data penelitian yang penulis dapatkan di lapangan seperti 
transkrip-transkrip wawancara, dokumen, catatan data lapangan, dan lain-lain 
yang berkaitan dengan  kondisi objek alamiah tentang kebijakan pengembangan 
sumber daya manusia yang diterapkan di SMA Kristen Immanuel Pontianak, 
dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (human instrument) dalam 
melakukan pengumpulan data, memvalidasi dan/atau memverifikasi data, dan 
membuat kesimpulan atas temuan di lapangan sebagai jawaban dari masalah yang 
diteliti. 
Penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan atas pemahaman penulis dari 
apa yang penulis kutip dan pahami dari beberapa pakar penelitian. Sebagaimana 
yang dikatakan oleh Norman K.Denzin and Yvonna S.Lincoln (1994: 2,4) :‖ 
Qualitative research is multi method in focus, involving an interpretive, 
naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers 
study thing in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, 
phenomena in terms of the meaning people bring to them. Qualitative research 
involves the studied use and collection of variety of empirical materials—case 
study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, 
historical, interactional, and visual text. Qualitative researchers stress the socially 
constructed nature of reality, the intimate relationship between the researcher and 
what is studied, and the situational constraints that shape inquiry.‖ 
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Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus karena penulis 
hendak mengadakan  telaah secara mendalam tentang suatu objek atau kasus 
tertentu,  yaitu kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia di SMA 
Kristen Immanuel Pontianak. Prosedur pengumpulan data yang  dilakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data 
adalah langkah yang utama dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010:309)  
bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang 
alamiah (natural setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 
banyak observasi partisipan, wawancara mendalam (in depth interview), 
dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang menurut model Miles dan 
Huberman (dalam Iskandar, 2009:222) dapat dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) display/penyajian data (3) mengambil 
kesimpulan. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap 
persiapan (persiapan penelitian dan proposal), tahap pra penelitian/pra riset, tahap 
pelaksanaan (pengumpaulan data) dan tahap penulisan laporan,  membuat draf 
laporan dan menyempurnakan laporan.  
Sesuai dengan prinsip dan hakekat penelitian kualitatif, peneliti 
merupakan instrumen kunci ‘key instrument’ dalam pengumpulan data, maka 
kehadiran peneliti di lokasi penelitian merupakan suatu keharusan. Dalam 
menjaring data dan informasi dari informan, peneliti menggunakan teknik 
observasi, dokumentasi tertulis seperti Tata Kerja Sekolah Kristen Immanuel 
Pontianak, Ketentuan dan Pengembangan Tenaga Edukatif dan Non Edukatif di 
SMA Kristen Immanuel Pontianak, Program Pengembangan Tenaga Pendidik 
SMA Kristen Immanuel Pontianak, Laporan Pertanggungjawaban Kepala SMA 
Kristen Immanuel Pontianak tahun pelajaran 2010/2011 – 2011/2012 dan 
berbagai dokumen lainnya . Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan 
Kepala Sekolah, dua orang Wakil Kepala Sekolah, satu orang mantan kepala 
sekolah (guru), tiga orang guru dan satu orang Biro Eksektuf SDM 
yayasan(manajer Sumber Daya Manusisa) yayasan. 
Penelitian ini memiliki setting alamiah sebagai sumber data langsung, dan 
peneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari sumber data, tanpa 
melakukan intervensi. Peneliti langsung menuju ke objek-objek penelitian untuk 
mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara secara non formal 
dengan informan yang ada di SMA Kristen Immanuel dan pengurus yayasan. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara 
mendalam, dan studi dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data kualitatif, yang menurut model Miles dan Huberman (dalam Iskandar, 
2009:222) dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) reduksi 
data; (2) display/penyajian data (3) mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini 
peneliti melakukan uji keabsahan data dengan berbagai cara: 1) Uji credibility 
(kepercayaan), 2) Uji dependability (ketergantungan), 3) Uji  comfirmability 
(kepastian), 4) Triangulasi, membandingkan data temuan di lapangan dengan hasil 
observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta mengkroscek data yang diperoleh 
melalui wawancara dari berbagai informan yang telah ditentukan guna 
menemukan data yang seobjektif mungkin. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Perumusan kebijakan adalah proses awal dari serangkaian siklus 
kebijakan. Proses perumusan kebijakan bermula dari mengidentifikasi masalah-
masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi atau lembaga, sehingga masalah-
masalah tersebut dapat dipilah-pilah, dicari berbagai alternatif penyelesaian, dan 
dirumuskan secara spesifik baik dari segi target pencapaian, waktu, objek sasaran 
dan sumber daya pendukung. 
Perumusan kebijakan dan program pengembangan tenaga pendidik di 
SMA Kristen Immanuel dilakukan oleh kepala SMA sekolah bersama para 
wakilnya, serta memperhatikan masukan dari pihak yayasan. Sebelum 
merumuskan kebijakan apa yang diambil, tim sekolah melakukan identifikasi 
berbagai masalah problem identification yang menyangkut tenaga kependidikan 
dan mempelajari data historis sekolah. Ada enam tahap perumusan 
kebijakan/program di SMA Kristen Immanuel Pontianak. Tahap pertama, tim 
sekolah melakukan analisis SWOT, mengkaji data historis sekolah, dan 
merumuskan program kebijakan. Tahap kedua, Pembina sekolah dari yayasan 
mempelajari draf program dan memberi masukan kepada tim sekolah. Tahap 
ketiga, tim sekolah melakukan perbaikan/revisi. Tahap keempat, draf program 
yang telah direvisi diplenokan pada forum rapat kerja kepala sekolah. Tahap 
kelima, tim eksistensi yayasan mempelajari hasil pleno, menjelaskan dan 
menyampaikan hasil keputusan tim eksistensi. Tahap keenam, sekolah membuat 
dokumen kebijakan final.  
Untuk mengetahui bagaimana proses dan pelaksanaan implementasi 
kebijakan pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel Pontianak, 
peneliti telah mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dengan tiga jenis 
instrumen pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, studi dokumentasi dan 
observasi. Dari hasil serangkaian penelitian yang penulis lakukan ditemukan 
serangkaian implementasi kebijakan pengembangan tenaga pendidik yang 
meliputi: a) Sosialisasi program kebijakan; b) Membuat jadwal, target dan limit 
waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c) Mengirim atau menunjuk guru 
untuk studi lanjut baik ke jenjang S1 hingga S2; d) Pelatihan karakter dan 
emosional guru setiap hari Sabtu. Pelatihan penggunaan IT dalam pembelajaran; 
e) Pembinaan karakter guru; f) mengirim guru-guru kuliah CEC dan kuliah sesuai 
dengan bidang studi yang diampu mulai dari jenjang S1 hingga S2; g) pelatihan 
wajib bagi guru baru. Implementasi kebijakan pengembangan tenaga pendidik 
berdasarkan isi dokumen kebijakan yang dibuat yang memuat jenis-jenis program, 
target pencapaian, penanggungjawab setiap program dan biaya atau sarana-
prasarana  yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Semua 
program kebijakan pengembangan tenaga pendidik  dilaksanakan atau 
dimplementasikan sesuai dengan apa yang tertera di dalam dokumen kebijakan. 
Kebijakan yang dibuat cukup efektif untuk meningkatkan mutu sekolah. Hal ini 
dapat dilihat prestasi akademik dan non akademik, serta perkembangan lembaga 
secara keseluruhan. Sedangkan untuk menjaga efesiensi anggaran, kepala sekolah 
membuat laporan pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan pada 
akhir semester, serta dilakukan internal audit oleh auditor yayasan.   
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Untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi kebijakan pengembangan 
tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel Pontianak, maka peneliti melakukan 
penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, guru-guru dan mewancarai manajer SDM, dan melakukan 
studi dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Hui Hui dan bu Yanti 
selaku wakil kepala sekolah pada tanggal 11 April 2013 tentang evaluasi 
implementasi program kebijakan yang dibuat, diperoleh data bahwa evaluasi 
dilaksanakan setiap hari Sabtu. Namun evaluasi pada hari Sabtu tersebut bersifat 
menyeluruh. Evaluasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tersebut mencakup 
semua aspek kegiatan dan persoalan KBM, dan termasuk juga kinerja dan 
perilaku guru dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa dan warga sekolah. 
Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah pada 
tanggal 12 April 2013 dan tanggal 26 April 2013 diperoleh informasi bahwa 
evaluasi secara keseluruhan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Sedangkan untuk 
mengevaluasi implementasi program kebijakan, ibu kepala sekolah mengatakan: 
―Evaluasi pengimplementasian program kebijakan dilakukan dari dua aspek: 
pertama, mengevaluasi apakah semua program kebijakan telah dilaksanakan 
sesuai rencana, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas. Kedua, mengevaluasi 
apakah implementasi program kebijakan telah memberikan hasil atau dampak 
perubahan pada diri guru dan sekolah secara umum. Evaluasi pada aspek pertama 
tanggungjawab penuh berada pada saya sebagai kepala sekolah karena saya yang 
mengontrol dan mengendalikan. Sedangkan evaluasi pada aspek kinerja 
kebijakan, selain saya sendiri yang melakukan, semua warga sekolah dapat 
mengevaluasi dan melakukan penilaian, dan ini biasanya kami bahas pada hari 
Sabtu.‖ 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan 
terhadap kinerja kebijakan pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen 
Immanuel Pontianak, maka terdapat fakta bahwa ada lima belas guru yang telah 
dan sedang dibiayai kuliah baik pada jenjang S1 maupun S2, pelatihan spiritual 
dan emosional guru, setiap hari Sabtu, pelatihan dan seminar rutin, program 
pelatihan wajib bagi guru baru setiap awal tahun, perkembangan sekolah secara 
signifikan baik dilihat dari trend perkembangan jumlah siswa (trend 
meningkatnya kepuasan pelanggan), peningkatan kwalifikasi dan kompetensi guru 
karena banyak guru yang dikuliahkan, Perolehan prestasi akademik dan non 
akademik sekolah mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat internasional. 
Proses pencapaian target kinerja dilakukan secara terprogram, terjadual dan 
berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari program pengembangan tenaga 
pendidik yang dibuat dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan di 
SMA Kristen Immanuel Pontianak. Namun salah satu kelemahan proses yang 
dapat terlihat adalah evaluasi kinerja kebijakan tidak dilakukan secara sistematis, 
sehingga progress, kendala dan jalan keluar way out untuk mengatasi masalah 
tidak dirumuskan dan terdeteksi dengan baik. Sedangkan dari aspek efisiensi, 
ditemukan fakta bahwa segala sumber daya pendukung (sarana dan prasarana 
pendukung) dipergunakan secara optimal. Semua dana dipergunakan secara 
bertanggungjawab, dan realisasi penggunaaan alat dan dana dilaporkan ke 
yayasan dan ke pemerintah, serta dilakukan audit oleh auditor internal dan 
inspektorat jika dana tersebut menggunakan dana dari pemerintah.  
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Temuan penelitian menunjukan adalah beberapa indikator perkembangan 
SMA Kristen Immanuel Pontianak yang cukup signifikan, baik dari segi 
perkembangan jumlah siswa (kepercayaan masyarakat), kurikulum, nilai 
akreditasi sekolah, status sebagai sekolah model, prestasi guru, prestasi akademik 
dan non akademik siswa, ethos kerja guru, dan perkembangan sarana dan 
prasarana.  
Faktor pendukung kebijakan pengembangan tenaga pendidik di SMA 
Kristen Immanuel adalah 1) manajemen kepala sekolah yang kuat, serta motivasi 
kerja tim yang tinggi, 2) dibawah pengelolaan dan manajemen yayasan yang 
solid, 3) sistem kerja dan budaya sekolah yang baik, 4) sarana dan prasarana 
sekolah yang cukup baik, 5) dukung dari pemerintah daerah dan dunia usaha dan 
industri, serta kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Sedangkan faktor 
penghambat dalam pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel 
Pontianak adalah masih tingginya minat guru-guru muda untuk menjadi PNS. 
 
Pembahasan  
Proses perumusan kebijakan pengembangan tenaga pendidik di SMA 
Kristen Immanuel melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengumpulkan 
data historis perkembangan lembaga untuk mengetahui kondisi terkini, kemudian 
melakukan analisis SWOT untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa jauh 
kekuatan, kelemahan, tantangan dan daya dukung terhadap kebijakan yang akan 
dibuat. Tahap ini dalam teori dan praktik kebijakan disebut identifikasi masalah 
atau problem identification.  Langkah selanjutnya adalah merumuskan kebijakan 
‘policy formulation’ yang dilakukan oleh tim sekolah yang terdiri dari kepala 
sekolah dan wakil kepala sekolah. Tahap kedua, rumusan kebijakan yang telah 
dibuat dikirimkan kepada pengawas sekolah yayasan untuk diperbaiki dan 
diberikan masukan. Tahap ketiga, draf kebijakan yang telah dibuat diplenokan 
pada saat rapat kerja kepala sekolah di lingkungan sekolah Kristen Immanuel, dan 
kemudian hasil pleno dibahas oleh tim eksistensi yayasan, dan hasil pembahasan 
oleh tim eksistensi kemudian disampaikan kepada kepala sekolah untuk dijadikan 
dokumen final dan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Proses pembuatan kebijakan 
di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Riant Nugroho yang mengatakan 
bahawa proses kebijakan adalah proses yang diawali dari perumusan 
kebijakan(Riant Nugroho, 2007: 192). Hal yang sama juga dikemukan oleh 
William N.Dunn (2005:25) dan Thomas R.Dye (2002:32) yang mengatakan 
bahwa proses kebijakan harus mulai dengan perumusan kebijakan atau yang 
mereka sebut dengan policy formulation. 
Riant Nugroho (2012: 712) menegaskan bahwa praktik implementasi 
kebijakan tidak lain adalah merupakan kegiatan manajemen implementasi 
kebijakan yang meliputi : pra implementasi strategi (menggunakan prosedur untuk 
mempermudah implementasi), pengorganisasian (struktur, budaya organisasi, 
kordinasi dan pengdelegasian), penggerakan kepemimpinan, dan pengendalian. 
Sejalan dengan pendapat tersebut Jones Charles O. mengatakan: Implementation 
is a set of activities directed toward putting a program into effect. Three activities 
, in particular, are significant:1) Organization: The establishment or rearrangement 
of resources, units and methods for putting a program into effect. 2) 
Interpretation: The translation of program language into acceptable and feasible 
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plans and directives. 3) Application: The routine provision of services, payments, 
or other agreed upon program objectives or instruments. (1984:166) 
Agar kebijakan pengembangan tenaga pendidik terimplementasi dengan 
baik, maka dibuat program implementasi yang memuat jenis-jenis program, target 
pencapaian, penanggungjawab setiap program dan biaya atau sarana-prasarana 
yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tidak lain 
adalah merupakan terjemahan atau interpretasi dari kebijakan yang dibuat. Dalam 
pengimplementasian kebijakan, kepala SMA Kristen Immanuel Pontianak 
memiliki konsistensi yang tinggi dan motivasi yang kuat untuk mencapai target 
kebijakan.  
Dari hasil penelitian,dapat disimpulkan bahwa kepala SMA Kristen 
Immanuel memiliki pengendalian dan manajemen kebijakan yang kuat. Hal ini 
dapat dilihat dari implementasi program yang hampir secara keseluruhan 
dilaksanakan dengan baik. Kondisi di atas senada dengan apa yang dikemukakan 
oleh Amini pada tahun 2011, tentang Kebijakan Organisasi Dalam Mendukung 
Otonomi Pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Medan yang mengatakan bahwa 
implementasi kebijakan dalam pengelolaan sekolah menuntut kemampuan kepala 
sekolah dalam merencanakan, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi 
program-program sekolah yang dipimpinnya. 
Kebijakan yang dibuat cukup efektif untuk meningkatkan mutu 
sekolah.Hal ini dapat dilihat dari prestasi akademik dan non akademik, serta 
perkembangan lembaga secara keseluruhan.Sedangkan untuk menjaga efesiensi 
anggaran, kepala sekolah membuat laporan pertanggungjawaban setiap program 
yang dilaksanakan pada akhir semester, serta dilakukan internal audit oleh auditor 
yayasan. 
Evaluasi adalah salah satu unsur penting dalam proses kebijakan. Evaluasi 
bertujuan untuk menilai seberapa jauh sebuah program organisasi telah berhasil 
mencapai target atau standar yang telah ditetapkan.  Evaluasi  berfungsi untuk 
memberi masukan atau informasi bagi pihak-pihak yang terlibat baik langsung 
maupun tidak langsung dalam pengimplementasian, serta berfungsi untuk 
mengetahui faktor kendala. Cochran L.Charles and Malone F.Eloise (2010:54) 
mengatakan : ―Evaluation is the assessment of how a program achieves its 
intended goals. All the earlier stages of the policies process look toward a future 
goal to be achieve; evaluation looks backward. It is a tool whose primary purpose 
to is to appraise the operation of a program and provide feedback to those 
involved in the earlier stages. This feedback permits modifications in the policy to 
improve its efficiency and effectiveness. Evaluation also pinpoints unintended 
effects of policy and allows adjustments in the implementation process to avoid 
those that undesirable. In addition, it can be used to monitor the expenditure  of 
funds to see that they were spent according to the terms the law or grant. Thus, 
such assesements focus on the implementation of a program on how it has met the 
goals  and objective spelled out in the selection and adoption phases of the policy 
process. 
Evaluasi adalah penilaian terhadap apakah sebuah program telah mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan.Evaluasi merupakan sebuah instrumen, yang tujuan 
utamanya adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, dan 
memberikan ‘feed back’ bagi pihak-pihak yang terlibat. Evaluasi juga berfungsi 
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mendeteksi pengaruh dari kebijakan yang tidak diinginkan, sehingga 
memungkinkan untuk melakukan penyesuaian dalam proses implementasi, 
termasuk memonitor penggunaaan dana yang berkaitan dengan pelaksanaan 
program. 
Evaluasi kebijakan menurut William Dunn (2000: 610-612)  dapat dilihat 
dari berbagai aspek tinjauan dan kepentingan, yaitu: Sifat Evaluasi (evaluasi 
menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif), Fungsi Evaluasi (evaluasi 
memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja 
kebijakan), Kriteria Evaluasi Kebijakan (efektivitas, efisiensi, kecukupan, 
perataan, ketepatan, responsitivitas), Pendekatan Evaluasi (evaluasi semua, 
evaluasi formal, evaluasi keputusan teoritis). 
Dari temuan penelitian yang diperoleh dari  hasil wawancara dan studi 
dokumentasi, SMA Kristen Immanuel Pontianak melaksanakan evaluasi rutin 
setiap hari Sabtu. Evaluasi tersebut untuk mengevaluasi proses KBM selama satu 
minggu, membicarakan penanganan masalah siswa dan guru dan hal-hal lain yang 
berkaitan dengan pelayanan sekolah terhadap peserta didik dan orangtua. Evaluasi 
yang menyangkut pengembangan tenaga pendidik akan dibahas pada saat 
pelaksanaan evaluasi tersebut sepanjang diperlukan. Namun tidak ada evaluasi 
khusus untuk mengevaluasi program kebijakan pengembangan tenaga pendidik di 
SMA Kristen Immanuel. Monitoring kepala sekolah yang ketat terhadap semua 
aspek kegiatan yang dilakukan di sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari proses evaluasi yang dilakukan. Peneliti tidak menemukan evaluasi yang 
bersifat deskripsi yang dapat memberikan informasi yang valid dan memberi 
penjelasan seberapa jauh tujuan dan pengaruh pengembangan tenaga pendidik  
telah tercapai. 
 Riant Nugroho (2012: 744,746) mengatakan bahwa dalam melakukan 
penilaian kinerja kebijakan ada beberapa aspek yang perlu menjadi sasaran 
penilaian yaitu dimensi hasil, proses pencapaian hasil, efisiensiensi dan efektivitas 
penggunaan sumber daya, keberadaan dan perkembangan organisasi dan 
kepemimpinan. Berkaitan dengan teori di atas, maka hasil temuan penelitian yang 
berkaitan dengan kinerja kebijakan di SMA Kristen Immanuel adalah sebagai 
berikut: 1) Dimensi hasil. Telah terjadi peningkatan kwalifikasi dan kompetensi 
guru dari pendidikan Diploma menjadi sarjana, dari strata 1 ke strata 2 (banyak 
guru sedang dikuliahkan dan telah menyelesaikan studi). 2) Pelatihan IT dan 
pembuatan perangkat berhasil mengubah mind set guru dari penggunaan media 
konvensional menjadi penggunaan multi media (ada pusat sumber belajar, 
pemasangan LCD permanen di setiap ruangan kelas, guru memiliki perangkat 
berbasis IT), 3) Prestasi akademik dan non akademik sekolah mulai dari tingkat 
kota hingga ke tingkat internasional, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat 
untuk menyekolahkan anakanya di SMA Kristen Immanuel Pontianak. Dari hasil 
wawancara dengan guru, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, dan hasil studi 
dokumentasi dapat disimpulkan bahwa manajemen kebijakan yang dilakukan oleh 
kepala SMA Kristen dan team work-nya dilakukan dengan cukup baik. Hal ini 
dapat dilihat dari sebagian besar proses kebijakan ‘policy management process’ 
yang dilakukan oleh SMA Kristen Immanuel, mulai dari identifikasi masalah 
sumber daya manusia yang dihadapi, perumusan kebijakan hingga pada tahap 
kinerja kebijakan, serta gaya kepemimpinan yang kuat dan konsisten. Hal ini 
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sejalan dengan hasil penelitian Amini (2011: 37) dalam desertasinya yang 
mengatakan bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan sekolah menutut 
kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, mengelola, mengendalikan dan 
mengevaluasi program sekolah yang dipimpinnya. 
Faktor-faktor pendukung yang menentukan kesuksesan 
pengimplementasian kebijakan Budi Winarno (2012: 159-160) mengatakan 
bahwa ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan misalnya 
tujuan dan ukuran dasar kebijakan, kompleksitas dan luasnyanya cakupan 
program, atau indikator keberhasilan kebijakan yang terukur , dana yang cukup, 
lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi organisasi 
implementasi.  Sejalan dengan pendapat di atas, Riant Nugroho (2012: 746) 
mengatakan bahwa ada empat faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan 
kebijakan yaitu organisasi (kesesuaian, kecukupan dan kesiapan), proses (adaptasi 
– lingkungan, inovasi – perubahan), sumber daya (man, machine/technology, 
money) dan pemimpin (vision, value, courage). 
Mencermati faktor pendukung yang peneliti temukan, yang kemudian 
peneliti kaitan dengan pendapat kedua ahli kebijakan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa beberapa faktor pendukung di atas berimplikasikasi langsung 
terhadap keberhasilan program pengembangan  tenaga pendidik dan memberikan 
perubahan yang cukup baik terhadap eksistensi SMA Kristen Immanuel 
Pontianak.  
KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan 
Setelah melakukan serangkaian pembahasan pada bab sebelumnya, maka 
penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan 
pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel telah dilaksanakan 
sebagaimana mestinya, sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap 
peningkatan kwalifikasi dan kompetensi tenaga pendidik yang kemudian 
berdampak pada peningkatan kinerja dan mutu sekolah. 2) Perumusan kebijakan 
pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel dilakukan oleh kepala 
sekolah bersama tiga wakilnya dengan memperhatikan masukan dan saran yang 
disampaikan oleh pengawas sekolah yang berasal dari yayasan, dan seluruh 
pengurus yayasan pada saat rapat pleno maupun melalui koordinasi harian. 
Perumusan kebijakan yang dilakukan dengan mengkaji data historis sekolah 
selama tiga tahun terakhir, hasil analisis SWOT yang dilakukan oleh pihak 
sekolah, serta masukan dari berbagai pihak. Perumusan kebijakan tentang 
pengembangan tenaga pendidik berisi  program pengembangan, tujuan, target 
yang hendak dicapai dalam rentang waktu tertentu. Rumusan kebijakan dibuat 
menjadi suatu dokumen kebijakan sekolah. 3)Dalam mengimplementasikan 
program kebijakan pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel 
Pontianak, kepala sekolah melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar warga 
sekolah memahami dengan baik apa yang hendak dicapai oleh pihak sekolah.  
Ada berbagai program kebijakan pengembangan tenaga pendidik yang 
diimplementasikan di SMA Kristen Immanuel, yaitu memberikan beasiswa bagi 
guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik untuk 
jenjang strata 1 (S1) maupun strata 2 (S2), pendidikan non gelar, pelatihan 
terprogram, seminar,  dan tunjangan pendidikan bagi guru tetap.4) Evaluasi 
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kebijakan belum dilakukan dengan semestinya sehingga hasil evaluasi tidak 
memberikan deskripsi yang jelas, baik dilihat dari fungsi, sifat, kriteria maupun 
pendekatan evaluasi. Evaluasi yang bersifat umum dilaksanakan setiap hari sabtu, 
yaitu mengevaluasi proses KBM selama satu minggu, persoalan siswa dan hal-hal 
lain yang menyangkut kinerja guru. Kepala sekolah hanya melakukan dua aspek 
pengendalian yaitu pengawasan dan monitoring. 5) Kinerja kebijakan 
pengembangan tenaga pendidik memberi dampak yang positif bagi lembaga 
(SMA Kristen Immanuel) secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi 
akademik, prestasi non akademik, nilai akreditasi sekolah, status sebagai sekolah 
model, penerapan kurikulum nasional dan Cambridge dan pemanfaatan IT yang 
optimal dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah, kepercayaan pelanggan 
‗customers‘ yang semakin baik yang ditunjukan dengan semakin meningkatnya 
jumlah siswa dari tahun ke tahun. 6) Pengembangan tenaga pendidik di SMA 
Kristen Immanuel Pontianak didukung oleh faktor-faktor sebagai antara lain: 
kemampuan manajemen kepala sekolah yang baik, dukungan yayasan yang cukup 
kuat dalam pengembangan tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang memadai, 
adanya kebijakan yayasan untuk terus mengangkat guru tetap, budaya sekolah 
yang baik, kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, dan bantuan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 7) Ada beberapa faktor penghambat dalam 
pengembangan tenaga pendidik di SMA Kristen Immanuel Pontianak yaitu: 
keluar masuk guru yang cukup tinggi, guru muda lebih memilih untuk menjadi 
guru PNS atau menjadi profesi lain yang lebih menjanjikan, terlalu banyaknya 
program pengembangan sehingga program cenderung kurang fokus, sulitnya 
mengatur waktu untuk melakukan pelatihan, dan dana yang terbatas sehingga 
menyulitkan untuk mencari pelatih atau nara sumber yang berkwalitas. 
Saran  
Kebijakan tentang pengembangan tenaga pendidik dan berbagai kebijakan 
yang diimplementasikan di sekolah perlu dievaluasi sesuai dengan prosedur, 
fungsi dan kriteria sebagaimana yang terdapat pada evaluasi kebijakan. Karena 
evaluasi yang lemah dan/atau evaluasi yang tidak sesuai dengan standar, 
berpotensi merugikan lembaga (sekolah) yang akan menyebabkan program 
kebijakan menjadi tidak efektif dan efisien sehingga berpotensi merugikan 
lembaga, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Program 
kebijakan pengembangan tenaga pendidik perlu memperhatikan prioritas-prioritas 
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sekolah atau lembaga sehingga 
pengembangan dan arah pencapaian menjadi lebih fokus.Untuk menekan 
tingginya angka keluar masuk guru perlu dilakukan berbagai pendekatan dan 
strategi, baik dari segi jaminan hidup guru maupun hubungan komunikasi yang 
baik antara guru dan kepala sekolah. Dan hal yang paling pokok yang perlu 
diperhatikan adalah menyangkut jaminan hidup atau jaminan masa depan guru 
mengingat sebagian besar guru yang berhenti adalah karena guru menjadi PNS. 
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